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Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Kementerian Perdagangan, kembali menegaskan penhal peraturan yang mengatur aset kripto di
Indenesia.

"Terkait kripto sudah jelas diatur oleh Bappebti tentunya sebagai aset komoditas.Penetapan
kripto sebagai aset telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset
Knpto (Crypto Asset),” tegas Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
Bappebt, Aldison Karorundak, Semin (21/2/2022).

BACA JUGA:
Potensl Token Crypto Buatan Lokal Cerah, Inl Imbauan Bappebtl

Selain itu, Aldison menuturkan hingga saat ini Bappebti telah mengeluarkan 15 perizinan untuk
exchanger kripto. Di luar daftar tersebut, dipastikan exchanger kripto tersebut ilegal.

Aldison juga selalu mengimbau dan meminta masyarakat untuk mengecek legalitasnya di situs
Bappebh.

“Ketika ada seseorang melakukan transaksi menggunakan exchange dari platform luar negeri,
misalnya Binance, atau yang tidak terdaftar di Indonesia, maka ketika masyarakat itu mengalami
kerugian, misal tidak bisa withdraw, maka itu menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri,”
tuturnya.

Terkait sejumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan, sampai saat imi Bappebti telah
memberikan izin pada 229 aset kripto yang boleh diedarkan atau diperdagangkan di Indonesia.

"Bappebti telah memberikan 1zin sebanyak 299 aset knipto yang bisa diperdagangkan. Hal
tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7
Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik
Aset Kripto ada 229 aset kripto yang dizinkan untuk diperjualbelikan di dalam negen,” ujar
Aldison.




Kripto di Indonesia Bukan Alat Pembayaran
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Aldison kembali mengingatkan, kripto di Indonesia sangat berbeda dengan kripto di negara lain
karena kripto diperlakukan sebagai aset, bukan alat pembayaran.

"Sesual dengan undang-undang mata uang, bahwa kripto bukan sebagai alat pembayaran.
Knpto di Indonesia berbeda di negara lain tidak bisa dijadikan alat pembayaran,” ujar Aldison.

"Knpto di Indonesia diperlukan sebagai aset, layaknya aset-aset lainnya. Jadi tentu, kripto tidak
bisa dijadikan alat pembayaran,” 1a menambahkan.
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